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ABSTRAK
Nama : ADELIAISMI MEYLINA
NIM . 202210110311476
Judul : PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN

NEGERI MALANG DALAM PERMOHONAN
PENGAKUAN ANAK YANG BERAGAMA ISLAM
(Studi Putusan Perkara Nomor
712/Pdt.P/2025/PN.Mig)

Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
2. Naili Ariyani, S.H., M.H

Permohonan pengakuan anak bagi subjek hukum beragama Islam secara normatif
merupakan bagian dari rezim hukum keluarga Islam yang berada dalam
kewenangan absolut Pengadilan Agama. Namun dalam praktik peradilan, masih
ditemukan permohonan pengakuan anak yang diperiksa dan  diputus oleh
Pengadilan ~ Negeri, = sebagaimana tercermin  dalam = Putusan. Nomor
712/Pdt.P/2025/PN.Mlg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tumpang
tindih kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam
memeriksa permohonan pengakuan anak serta mengkaji implikasi yuridis dari
pertimbangan hukum hakim terhadap batas yurisdiksi peradilan. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, 'dan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen
putusan pengadilan, telaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta
wawancara dengan aparat peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengakuan anak bagi pemohon beragama Islam merupakan bagian dari status
personal yang secara lex specialis berada dalam kewenangan absolut Pengadilan
Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Pemeriksaan
dan penetapan permohonan oleh Pengadilan Negeri menimbulkan implikasi yuridis
berupa ketidakpastian batas yurisdiksi, risiko cacat kompetensi absolut, serta
penyimpangan terhadap struktur kewenangan peradilan yang telah ditetapkan
undang-undang. Penelitian ini -menegaskan bahwa permasalahan utama tidak
terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada penerapan kewenangan
yang tidak konsisten, sehingga diperlukan konsistensi penerapan asas kompetensi
absolut serta penguatan peran Pengadilan Agama dalam menerima dan memeriksa
permohonan pengakuan anak bagi umat Islam.

Kata Kunci: pengakuan anak, kewenangan absolut, Pengadilan Agama,
Pengadilan Negeri, status personal.
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ABSTRACT
Name - ADELIA ISMI MEYLINA
NIM - 202210110311476
Title : PROBLEMATICS OF THE AUTHORITY OF THE

MALANG DISTRICT COURT IN APPLICATIONS
FOR CHILD ACKNOWLEDGMENT INVOLVING
MUSLIM APPLICANTS (A Study of Court
Decision Number 712/Pdt.P/2025/PN.Mig)

Supervisors : 3. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
4. Naili Ariyani, S.H., M.H

Applications for child acknowledgment involving Muslim legal subjects are
normatively part of the Islamic family law regime and fall within the absolute
jurisdiction of the Religious Courts. However, in judicial practice, such
applications are still examined and decided by the District Courts, as reflected in
Decision Number 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg. This research aims to analyze the
overlap of absolute jurisdiction between the District Courts and the Religious
Courts in examining applications for child acknowledgment, as well as to assess
the juridical implications of judicial reasoning on the boundaries of judicial
jurisdiction. This study employs an empirical juridical research method with
statutory, conceptual, and case study approaches. The data were obtained through
an analysis of court decisions, statutory regulations, relevant jurisprudence, and
interviews with judicial officers. The findings indicate that child acknowledgment
for Muslim applicants constitutes a matter of personal status which, as a lex
specialis, falls under the absolute jurisdiction of the Religious Courts, as stipulated
in Article 49 letter (a) of Law Number 3 of 2006 on Religious Courts and the
Compilation of Islamic Law. The examination and determination of such
applications by the District Courts give rise to juridical implications in the form of
uncertainty regarding jurisdictional boundaries, the risk of defects in absolute
competence, and deviations from the judicial authority structure established by law.
This research concludes that the core issue does not lie in normative gaps, but
rather in the inconsistent applicationof jurisdictional authority, thereby
necessitating consistent enforcement of the principle of absolute jurisdiction and
the strengthening of the role of the Religious Courts in accepting and adjudicating
applications for child acknowledgment involving Muslim legal subjects.

Keywords: child acknowledgment, absolute jurisdiction, Religious Courts, District
Courts, personal status.
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